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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kegiatan pengawasan
internal yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi,
diperlukan kebijakan pengawasan sebagai penjabaran
atas pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian
Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 di
bidang pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian
Komunikasi dan Informatika Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
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Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN
2014.

Pasal 1

Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2014 dimaksudkan sebagai:

a. acuan dalam menentukan arah dan fokus kegiatan pengawasan yang
akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2014; dan

b. media untuk menerjemahkan kebijakan yang telah ditetapkan di
dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2010-2014 di bidang pengawasan.

Pasal 2

(1) Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan
Informatika Tahun 2014 meliputi:
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a. pelaksanaan transformasi pengawasan;

b. pengawalan reformasi birokrasi Kementerian Komunikasi dan
Informatika; dan

c. peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi
dan Informatika.

(2) Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan
Informatika Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci
dalam tema pengawasan unggulan yang menjadi kegiatan prioritas
Inspektorat Jenderal bersama unit organisasi Eselon I.

(3) Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan
Informatika Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pengawasan Internal Kementerian
Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Inspektorat Jenderal menyusun dan melaksanakan Program Kerja
Pengawasan Tahunan Tahun 2014.

Pasal 4

Setiap unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi
dan Informatika wajib mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengawasan
Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014.

Pasal 5

Inspektur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun
2014 secara berkala kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

Guna menjamin kelancaran kerja sama dan komunikasi antara
Inspektorat Jenderal dengan unit organisasi Eselon I dalam rangka
pelaksanaan tema pengawasan unggulan, Inspektur Jenderal membentuk
Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tema Pengawasan Unggulan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014, dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2014.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2014

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2014

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Pengawasan Internal merupakan arah pokok pengawasan dan
media untuk menerjemahkan strategi pengawasan yang tercantum dalam
Renstra Pengawasan Internal Tahun 2010-2014 menuju pencapaian
Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal (IKU) Tahun 2014 yang telah
ditetapkan. Kebijakan Pengawasan Internal ini juga digunakan sebagai
acuan dalam menyusun kerangka acuan pengawasan (KAP) yang akan
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal di tahun 2014.

B. KEBIJAKAN PENGAWASAN

Untuk meningkatkan peran Inspektorat Jenderal selaku Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang mampu menjadi katalisator
handal dalam mewujudkan good governance dan clean government di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Inspektorat
Jenderal perlu melaksanakan reformasi birokrasi dengan melakukan
transformasi budaya organisasi yang memiliki karakteristik :

1. Structure follows function, dimana organisasi harus bersifat dinamis dan
berorientasi pada hasil dengan perencanaan yang jelas, terarah, serta
terkendali.

2. Human Resources Management follows function, dimana seluruh
pimpinan unit kerja harus memetakan kemampuan SDM, melakukan
pembinaan serta melakukan supervisi penugasan.

3. Methodology follows function, dimana organisasi memiliki tata
hubungan dan komunikasi yang sehat, jelas, tegas serta dilaksanakan
secara konsisten; disamping itu juga harus diterapkan prinsip reward
and punishment dengan kriteria yang jelas.

4. Money follows function, dimana terdapat sinkronisasi antara
perencanaan dan penganggaran dengan mengatur porsi alokasi
anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas-prioritas yang akan
dilaksanakan.


